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ABSTRAK

METODE ISTINBAT HUKUM TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA
DALAM PASAL 54 COUNTER LEGAL DRAFT
KOMPILASI HUKUM ISLAM

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur bahwa perkawinan dianggap sah
apabila  dilaksanakan menurut  hukum masing-masing  agamanya dan
kepercayaannya (UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2). Demikian
juga dengan Insrtruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
mengatur secara tegas tentang larangan perkawinan beda agama. Pada tahun 2004,
Depertemen Agama melalul Tim Pengarusutamaan Gender (PUG), melakukan
sosialisasi pembaharuan terhadap materi Kompilasi Hukum Islam dalam konsep
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI). Salah satu materi yang
menjadi sorotan adalah tentang perkawinan beda agama.

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum berpandangan bahwa perkawinan
" beda agama (tarutama untuk orang Islam) adalah boleh dengan tidak membatasi
suatu agama apapun. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 54 Counter
Legal Draft Kompilasi Hukum. Konsep yang ditawarkan oleh CLD KHI tersebut
sangat bertolak belakang dengan aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam,
sehingga hal ini sangat menarik untuk dicari akar masalahnya. Sehingga dalam
penelitian ini dibahas mengenai dasar argumentsi yang dibangun Counter Legal
Draft Kompilasi Hukum tentang perkawinan beda agama.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-historis, dan
dengan pendekatan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dasar argumentsi yang
dibangun oleh Counter Legul Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) tentang
perkawinan beda agama adalah tafsir hermeneutik atas surat al-Baqarah ayat 221.
Teori hermeneutika yang dijadikan pijakan adalah teori triangular relationship
seorang filsuf prancis bernama Paul Recoeur. Teori tersebut memperkenalkan tiga
langkah dalam memahami teks. Langkah pertama adalah langkah simbolik, atau
pemahaman dari simbol ke simbol. Langkah kedua adalah pemberian makna
terhadap simbol serta penggalian yang cermat atas makna. Langkah ketiga
adalah langkah yang benar-benar filosofis, yaitu berfikir dengan menggunakan
simbol sebagai titik tolaknya. Dengan penafsiran tiga langkah di atas, maka
diperoleh kesimpulan bahwa makna musyrik sebagaimana yang dimaksud dalam
surat al-Baqarah ayat 221, hanya ditujukan untuk zaman nabi dan tidak ada lagi
pada zaman sekarang.
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PEDOMAN TRANLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian  ini menggunakan
pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 Tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Nama Huruf Latin Keterangan

Arab

Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

|
s ba’ b be
) ta’ t te
) Sa’ § es (dengan titik di atas)
d Jim j je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
é Kha' kh ka dan ha
S dal d de
3 zal z zet (dengan titik di atas)
D ra’ r er
) zai z zet
o sin S es
U':;’ syim sy es dan ye
U< sad $ es (dengan titik di bawah)
) dad d de (dengan titik di bawah)
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L t}o’ t te (dengan titik di bawah)
L 20’ z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ¢ koma terbalik

E Goin g ge
«a Fa* f ef

3 qaf qa qi

&l kaf k . ka

J lam 1 el

? mim m em

O Niin n en

9 wawu w we

- Ha’ h ha

apostrof (tetapi tidak
s hamzah ’ dilambangkan apabila ter-
letak di awal kata)
% Ya' y ye
B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
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_ Fathah a a

— Kasrah i i
-—i— Dammah u u
Contoh:
LS. kataba A . yazhabu

d:u - su’ila ' )S-l - zukira
2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat

dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
L§/ Fathah dan ya ai adani
5 ’ ~~~~~~~ Fathah dan wawu au adanu
Contoh:
Lj-,-.\& kaifa (JP —haula
C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda Nama Huruf Latin Nama

& / ~~~~~ \/ ----- Fathah dan alif atau alif a a dengan garis di atas
Maksiirah

5 Kasrah dan ya 1 i dengan garis di atas

ot

9 e dammah dan wawu u dengan garis di atas
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Zontoh:
d\é - qala d:gﬂ -qtla
(R -rama d}ﬁ:é- yaqiilu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah adalah:

Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

()
Contoh: dally Talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut
dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah
itu.

Contoh: \:1:’)~rabbané

o .
e’—h nu‘imma

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ d‘”.
Transliterasinya adalah:
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai

dengan aturan yang digariskan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti
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oleh huruf syamsiyah maupun huruf gamariyah, kata sandang ditulis terpisah
dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)
Contoh: fﬁ-“ - al-qalamu LJM‘ -al-jalalu
&l albadry

. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan
apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di
akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam

tulisan Arab berupa alif.

Contoh :
f_g,é-‘:‘ - syai’un C—-’,)A‘ - umirtu
& jln - an-nau’u Ujh{—’ - ta’kthﬁna

. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang
dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan
juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:
Q.égj“)l\ );\3- j&j Am L'J‘j - Wa innalldha lahuwa khair ar-

raziqin



Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
vang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh :
dj*{) (j\ wu) - wa ma Muhammadun illa Rasul
u*‘\—‘-u (:*-'ﬁj Cany Jj‘ b‘ - inna awwala baitin wudi‘a linnasi
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya
memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain
sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka
huruf kapital tidak dipergunakan.
Contoh :
L——l{)g C:‘-éj A1) (e )—““-‘ - nasrun minallahi wa fathun qarib
C‘-:}A.;‘)Ay‘ il - lilldhi al-amru jamT*an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.
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MOTTO

Janganlah Menunda-Nunda Suatu Kebaikan
(AS)
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KATA PENGANTAR

o N I
sl e g oo N5 sl st e Uy el cpalall o e
S8 Joo ) e ez O gl BV Y OF g, e aloes)

Ay gz JI Je g s

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah, pemberi rahmat dan
hidayah, pada-Nya tempat segala sesuatu bergantung dan tidak ada susuatupun
yang setara dengan Dia. Saya bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan
Muhammad pemberi kabar gembira sekaligus peringatan adalah rasul Allah.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti dihadapkan pada dua keadaan
yang sulit dipisahkan, antara idealita dan realita. Sebagai insan akademis, untuk
menciptakan suatu masyarakat yang baik, harus dimulai dalam bingkai ideal.
Terlebih lagi aturan-aturan hukum yang gqar’i tidak boleh ditafsirkan atau
digantikan dengan sesuatu yang bersifat zany. Apabila hal ini dilakukan maka
yang terjadi adalah kesimpangsiuran dan ketidakpastian dalam menjalankan
syari’at.

Hukum Islam pada umumnya bersifat ijtihady, untuk menjawab
persoalan-persoalan kontemporer yang senantiasa berkembang dan selalu baru,
dibutuhkan seorang mujtahid yang bukan saja fagih dalam agama melainkan fagih
juga secara sosial. Di sinilah kapabelitas dan moralitas mujtahid diperlukan untuk
berijtihad dengan tidak menurutkan hawa nafsunya belaka dan memudah-

mudahkan suatu urusan agama.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah gerbang untuk membetuk sebuah keluarga, yang
didalamnya terdapat pertalian yang sangat kuat antara dua insan untuk
mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Dengan
pertalian itu akan menimbulkan konsekuensi hak dan kewajiban antara keduanya
yang masuk dalam lingkungan keluarga.' Karena sedemikian besar konsekuensi
perkawinan itu maka dibuatlah aturan atau undang-undang demi ketertiban dalam
melaksanakan perkawinan. Diantara undang-undang yang mengatur tentang
perkawinan di Indonesia adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang
menjadi rujukan peraturan perkawinan di Indonesia dan Instruksi Presiden RI No.
1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjadi aturan untuk umat
Islam dalam melakukan perkawinan.

Dalam penyusunan Inpres RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Islam ( KHI ) selain menjadi aturan perkawinan adalah upaya untuk mencari pola
figh yang bersifat khas Indonesia atau figh yang bersifat kontekstual,” sehingga
produk hukum yang dikeluarkan tidak akan terlepas dengan konteks ke-
Indonesiaan. Dengan demikian produk hukum yang dihasilkan KHI juga tidak

akan terlepas dari nuansa ijtihadiyyah yang belum ada aturan dalam hukum Islam

U Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1997), him. 3.

2 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Pressindi,
2004 ), him. 31.



sebelumnya. Sebagai contoh adalah kewajiban pencatatan setiap peristiwa
pernikahan pada petugas yang telah di tunjuk oleh negara ( Pasal 5 (1) Kompilasi
Hukum Islam ).

Upaya pembaharuan hukum Islam yang sesuai dengan konteks
keindonesiaan senantiasa dilakukan oleh para sarjana Islam, demikian juga
dengan hukum perkawinan yang selama ini berlaku di Indonesia tak luput dari
perhatian. Salah satu diantaranya adalah pada tahun 2004 lalu Departemen Agama
melalui Tim Pengarusutamaan Gender, berusaha memberikan tawaran konsep
pembaharuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum perkawinan,
perwakafan dan kewarisan yang tertuang sebelumnya dalam Kompilasi Hukum
Islam. Tawaran tersebut tertuang dalam bentuk Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam (CLD KHI). Ada sisi menarik dalam penyusunan CLD KHI
tersebut, yakni metode analisis yang menjadi landasan dalam penyusunannya
yang belum pernah dipakai sebelumnya dalam perumusan hukum. Visi yang
digunakan CLD KHI adalah pluralisme (ar-ra'addidiyyah), nasionalitas
(muwatanah), penegakan HAM (igamah al-hugilq al-insaniyyah), demokratis,
kemaslahatan (al-maslahah), kesetaraan gender (al-musawah al-insiyyah).
Sehingga produk hukum yang dihasilkan ada yang sama namun tidak sedikit pula
yang bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam.

Banyak sisi menarik dari produk hukum yang dihasilkan CLD KHI,
diantaranya adalah, calon siteri dapat mengawinkan dirinya sendiri (Pasal 7 ayat

2), perempuan dapat menjadi saksi (Pasal 11), calon suami dan calon isteri dapat

* Tim Pengarusutamaan Gender Depertemen Agama R, Draft Pembaharuan Hukum
Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam; Memantapkan Posisi Kompilasi Hukum Islam
Dalam Masyarakat Indonesia yang Multikultural, ( Jakarta : 2004 )



melakukan perjanjian perkawinan dalam waktu tertentu (Pasal 28), pembolehan
perkawinan beda agama (Pasal 54), anak yang berbeda agama tetap mendapatkan
warisan (Pasal 2 huruf e), pembagian warisan untuk anak laki-laki dan perempuan
sama 1:1 (Pasal 8 ayat 3) dan lain-lain, namun perhatian peneliti tertuju untuk
meneliti tentang salah satu pasal yang sangat bertentangan dengan Kompilasi
Hukum Islam dan sempat menjadi perdebatan ketika CLD KHI disosialisasikan,
yaitu Pasal 54 CLD KHI tentang perkawinan beda agama. Redaksi pasal tersebut
adalah :

1. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dibolehkan.

2. Perkawinan orang Islam dengan bukan Islam dilakukan berdasarkan
prinsip saling menghargai dan menjunjung tinggi hak kebebasan
menjalankan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.

3. Sebelum perkawinan dilangsungkan, pemerintah berkewajiban memberi
penjelasan kepada kedua calon suami atau istri mengenai perkawinan
orang Islam dengan bukan Islam sehingga masing-masing menyadari
segala kemungkinan yang akan terjadi akibat perkawinan tersebut.*

Redaksi pasal di atas menyatakan bahwa bukan orang islam di sini tidak
mesti ahlu kitab yang saat ini menjadi perbedaan pendapat diantara ahli figh,
namun lebih dari pada itu bukan orang islam mempunyai arti yang sangat luas,

yaitu semua agama tanpa terkecuali. Padahal dalam al-Qur'an Allah berfirman :

Vg o Samel § 3 ha e g g Y g e o o8l 1SS Y
Ly Smel g Bota p g ege )y Mgy o oS ANSS
ool AU el oy 63l aadl gy add ) ea @y LW U 0

> 09,8 Ay

* Draft Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Pasal 54.

’ Al-Baqarah (2) : 221



Dalam redaksi ayat di atas, ada perintah larangan untuk menikah dengan
laki-laki atau wanita yang musyrik, sehingga yang menjadi pertanyaan dan celah
bagi kami untuk meneliti adalah tentang metodologi dalam pengambilan Istinbat
hukum sehingga mendapat kesimpulan bahwa pernikahan lintas agama
diperbolehkan. Pembahasan inilah yang nantinya akan menjadi fokus dalam
penelitian ini. Walaupun saat ini Counter Legal Draft telah dibekukan oleh
Depertemen Agama sendiri, namun dalam khazanah keilmuan Islam, pemikiran
hukum akan senantiasa muncul di kemudian hari untuk memberikan produk
hukum yang sesuai dengan konteks keindonesiaan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka pokok
masalah yang diangkat adalah bagaimana dasar argumentasi yang dibangun
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan beda
agama ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pandangan dan
metode Istinbay hukum yang digunakan Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam tentang perkawinan beda agama.

Kegunaan penelitian :
1. Dengan mengetahui metode /stinbd; hukum yang digunakan dalam Counter
Legal Draft KHI diharapkan dapat memberikan wacana, ketika merumuskan

hukum Islam yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan.



2. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam Khazanah
pembentukan hukum Islam.
D. Telaah Pustaka
Penelitian-penelitian sebelum penelitian ini yang ditemukan tidak saja fokus
pada aspek hukum Islam, melainkan ada juga yang meninjau dari aspek yuridis
formal. Akan tetapi, karena yang menjadi objek penelitian termasuk di dalamnya
adalah umat Islam, maka ada baiknya untuk diungkapkan dalam penelitian ini.
Penelitian perkawinan beda agama yang ditinjau dari aspek yuridis dapat
ditemukan pada karya OS. Eoh dalam bukunya Perkawinan Antar Agama dalam
Teori dan Praktek. OS. Eoh mengungkapkan pandangan perkawinan antar agama
dalam perspektif lima agama (Islam, Hindu, Budha, Katholik, Kristen). Menurut
hukum Islam, laki-laki muslim hanya boleh kawin dengan wanita muslim atau
wanita selain muslim yang berasal dari ahlikitab, itupun masih disyaratkan apabila
tidak dikhawatirkan sang isteri yang berasal dari ahlikitab mempengaruhi sang
suami dan pandidikan anak-anaknya. Dalam penelitian ini OS. Eoh juga meneliti
hukum perkawinan agama secara yuridis formal dari literatur dan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia dan berkesimpulan bahwa, Undang-undang
perkawinan ternyata tidak mengatur perkawinan antar agama, akan tetapi Undang-
undang Perkawinan juga tidak melarang adanya perkawinan antar agama, karena
yang dimaksud dengan perkawinan campuran sesuai dengan ketentuan UUP
adalah perkawinan dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang

berlainan karena perbedaan kewarganegaraan® Dengan demikian perkawinan

§ Undang-undang Perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 57.



antar agama bukan perkawinan campuran. Sehingga dalam kesimpulannya OS.
Eoh perlu adanya petunjuk teknis tentang pelaksanaan perkawinan antar agama,
karena sering terjadi perbedaan penafsiran tentang perkawinan antar agama ini. ’

Karya lain yang meneliti perkawinan beda agama di antaranya adalah Jauli
Muflih dalam skripsinya Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum
Islam; Perbandingan antara pandangan Hasbi as-Shiddiqi dan Yusuf Qardhawi.
Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif-historis ini mengungkapkan
bahwa Hasbi Ash-Shiddiqi dan Yusuf Qardhawi mengharamkan secara mutlak
perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan musyrikah, namun diperbolehkan
mengawini perempuan dari ahli kitab. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa
menurut Yusuf Qardhawi yang dimaksud dengan perempuan musyrikah adalah
secara umum tidak terbatas teritorial, sedangkan Hasbi Ash-Shiddiqi berpendapat
bahwa yang dimaksud perempuan musyrikah dalam surat al-Baqarah ayat 221
adalah perempuan musyrik Arab saja. Perbedaan ini dikarenan metode pendekatan
IstinbGf hukum yang digunakan Yusuf Qardhawi adalah pendekatan gg?l |
sedangkan Hasbi Ash-Shiddiqi menggunakan pendekatan gqsio—bjgg)gig

Muslim, dalam skripsinya Kajian Metodologis dan Aplikasinya Terhadap
Farwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Perkawinan, mengkaji fatwa

MUI tentang perkawinan beda agama yang mengharamkan perkawinan antara

7 Os. Eoh, Perkawinan Antar Agama; Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Srigunting,
1996 ), him. 149.

§ Jauli Muflih, Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam; Perbandingan
antara Yusuf Qardhawi dan Hasbi Ash-Shidgi. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2005).



laki-laki muslim dengan wanita non muslim, demikian juga mengawini wanita
dart  ahlikitab. Walaupun masih dalam pertentangan namun setelah
mempertimbangkan bahwa mafsadah-nya lebih banyak maka perkawinan tersebut
diharamkan. Dalam penelitian ini Muslim berkesimpulan bahwa fatwa MUI
tersebut tidak sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Ma’idah ayat 5
yang memperbolehkan mengawini ahlikitab, sehingga Muslim menilai bahwa
fatwa MUI tesebut hanya untuk kepentingan agar kristenisasi tidak menyebar. °

Penelitian-penelitian lain yang  secara spesifik membahas tentang
perkawinan beda agama yang membolehkan perkawinan antara orang Islam
dengan semua agama selain Islam yang didasarkan pada hukum Islam, atau lebih
spesifik lagi yang membahas tentang Pasal 54 dalam Counter Legal Draft
Kompilasi Hukum Islam, peneliti belum menemukannya, sehingga memberi
peluang kepada peneliti untuk mengupas argumentasi secara metodologis latar
belang dari perumusan Pasal 54 Counter Legal Drafi Kompilasi Hukum Islam.
E. Kerangka Teoretik

Ijtihad pada zaman modern ini merupakan suatu kebutuhan, bahkan suatu
keharusan bagi masyarakat Islam yang ingin hidup bersama Islam. Lebih tegas
lagi Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa ijjtihad pada zaman sekarang ini tidak
hanya sekedar diperbolehkan, bahkan ia merupakan fardhu kifayah yang
dibebankan atas umat Islam, seperti fardu kifayah lainnya yang merupakan sendi

urusan agama dan keduniaan. Artinya, apabila ada sebagian yang melaksanakan

Muslim, Kajian Metodologis dan Aplikasinya Terhadap Fatwa Majelis Ulama
Indonesia Tentang Perkawinan. Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga. (1997).



fardu kifayah itu dan mengisi kekosongannya, maka gugurlah dosa dari sebagian
umat.'” Sehingga tidak boleh ada kevakuman pada setiap masa dari seorang
mujtahid yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat dalam persoalan-
persoalan yang muncul di tengah-tengah mereka.

Selanjutnya Yusuf Qardhawi juga mengungkapkan, ada dua macam tuntutan
ijtihad pada masa kini, yaitu ijtihad intiga’ 7 dan ijtihad insya’i. yang dimaksud
ijtihad intiqam ialah memilih satu pendapat dari beberpa pendapat terkuat yang
kepada ulama terdahulu, melainkan melakukan studi komparatif terhadap
pendapat-pendapat itu dan menelitinya kembali dalil-dalil nags atau dalil-dalil
ijtihad yang dijadikan sandaran pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya kita
dapat memilih pendapat terkuat dalil dan alasannya sesuai dengan kaidah tarjih,
diataran yaitu : pendapat itu mempunyai relevansi dengan zaman sekarang,
pendapat itu mencarminkan kelemah-lembutan kepada manusia, pendapat itu
lebih mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, pendapat itu lebih
memprioritaskan untuk merealisasikan maksud-maksud syara' yaitu kemaslahatan
manusia dan menolak marabahaya dari mereka. Sedangkan ijtihad insya7 (ijtihad
kreatif) ialah pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang
persoalan itu belum pemnah dikemukakan oleh para ulama terdahulu, baik itu
persoalan lama maupun persoalan baru. Sehingga bentuk ijtihad masa kini adalah

ijtihad integratif antar ijtihad /ntiga7 dan ijtihad insya’, yaitu memilih berbagai

1 yusuf Al-Qardhawi, Jjtihad Kontemporer; Kode Etik dan Penyimpangan, alih bahasa
Abu Barzani (Surabaya : Risalah Gusti, 1995 ), him. 23.



pendapat dari ulama terdahulu yang dipandang lebih relevan dan kuat kemudian
dalam pendapat tersebut ditambah unsur-unsur ijtihad baru.

Dalam pembentukan hukum Islam seorang mujtahid atau seorang mufti
tidak akan melepaskan aspek kemaslahatan dalam menetapkan hukum. Terlebih
lagi dalam produk hukum itu belum diatur sebelumnya secara eksplisit dalam
nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Kaidah ini dalam Usul Figh lazim disebut a/-
Maglahah al-Mursalah. Dalam pengertiannya, al-Magslahah al-Mursalah dapat
diartikan kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh syar'i dalam wujud hukum,
dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang
membenarkan atau menyalahkan.'' Berdasarkan pada pengertian tersebut,
pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan
untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya, dalam rangka mencari yang
menguntungkan dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat luas.
Maslahat itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan
yang selalu ada di setiap lingkungan, walaupun dalam pembentukan hukum ini
terkadang tampak menguntungkan pada suatu saat namun di lain waktu justru
mendatangkan madharat. Namun secara umum, jumhur ulama menyepakati
bahwa al-Magslahah al-Mursalah merupakan hujjah syari'at yang dijadikan

metode pembentukan hukum.

1 Abdul Wahab Khallaf, Magadir at-TasyrT' al-Islami fi ma la nagsa fih , (Kuwait: Dar
al-Qalam, 1972), hlm. 85.
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Menggagas figh Indonesia, Hasbi Ash-Shiddigi'? mengungkapkan ada lima
asas yang menjadi batu pijakan hukum Islam, yaitu asas persamaan, asas keadilan,
asas kemaslahatan, asas tidak memberatkan dan asas setiap orang bertanggung
jawab atas perbuatan yang dilakukan sendiri. Pembentukan hukum Islam yang
bercorak keindonesiaan yang dilandaskan atas asas tadi harus disesuaikan dengan
kepribadian Indonesia, sesuai dengan tabi'at dan watak Indoensia. Selanjutnya,
jtihad yang dilakukan harus mencerminkan pada prinsip al-Maglahah al-
Mursalah (kemaslahatan umum) yang berasaskan keadilan dan kemanfaatan serta
sdd az —zari'ah (mencegah kerusakan) karena hal tersebut bersifat daririyyah
hajjiyyah dan tahsiniyyah.

Selain itu, untuk memahami teks al-Qur'an, ada sebagian pemikir yang
berpandangan bahwa perlu menggunakan pedekatan hermenecutik,” untuk
mengungkap makna yang terkandung dibalik teks al-Qur'an tersebut. Dalam hal
ini Gerhard Ebeling mengunkap tiga makna hermeneutik mendasar yaitu,
pertama, mengungkapkan sesuatu yang tadinya masih berada dalam pikiran
melalui kata-kata sebagai medium pengampaian. Keduwa, menjelaskan secara

rasional (inferpretation) sesuatu yang sebelumnya masih samar-samar sehingga

2 Nouruzaman Shiddiqi, Figh Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), him. 89.

" Secara etimologis hermeneutik berasal dari bahasa Yunani hermeneuein yang berarti
menafsirkan, maka kata benda hermeneia secara harfiah dapat diartikan sebagai penafsiran atau
intepretasi. Dalam buku Peri Hermeneias Aristoteles memberikan pandangan tentang
hermeneutik, yaitu bahwa kata-kata yang kita ucapkan adalah simbol dari pengalaman mental kita,
dan kata-kata yang kita tulis adalah simbol dari kata-kata yang kita ucapkan itu. sebagaimana
seseorang tidak mempunyai kesamaan bahasa tilisan dengan orang lain, maka demikian pula ia
tidak mempunyai kesamaan bahasa ucapan dengan yang lain. Akan tetapi, pengalaman-
pengalaman mentalnya yang disimbolkannya secara langsung adalah sama untuk semua orang,
sebagaimana juga pengalaman-pengalaman imajinasi kita untuk menggambarkan sesuatu. Lihat E.
Sumaryono, Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat, (Yogyakarta: Kanisius, 1993 ), hlm 24.
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maksud atau maknanya dapat dimengerti. Ketiga, menterjemahkan (translating)
suatu bahasa yang asing ke dalam bahasa lain yang lebih dikuasai.'*
F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan kajian
pustaka (/ibrary research), yaitu dengan cara menulis, mengeditkan,
mengklasifikasi, mereduksi, dan menyajikan data yang diperoleh dari

sumber tertulis.”

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan maka sumber data
yang diambil dari buku-buku atau catatan yang berkaitan dengan obyek
kajian penelitian. Adapun sumber data ini dibagi menjadi dua :

a. Sumber Primer
Yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Draft dari
Tim Pengarusutamaan Gender Depertemen Agama RI tentang
Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum
Islam; memantapkan = Posisi Kompilasi Hukum Islam dalam
masyarakat Indonesia yang Multikultural,

b. Sumber Sekunder

' Ilham B. Saenong, Hermeneutika Pembebasan, ( Jakarta: Teraju, 2002 ), him 24.

' Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1995), him 63.
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Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel dan
penulisan lain yang dijadikan pendukung dalam penulisan skripsi ini
seperti artikel di majalah ataupun internet.
3. Pendekatan
Dari kedua sumber data di atas dikumpulkan dan diseleksi kemudian
dianalisis serta disajikan dengan pendekatan normatif-historis.
Pendekatan normatif menekankan pada penggalian hukum yang
bersumber dari teori-teori maupun nash otentik dari al-Qur'an dan
hadis. Sedangkan pendekatan historis pada penelitian ini adalah bahwa
sebuah pemikiran tidak akan terlepas dari sesuatu yang melatar
belakangi munculnya pemikiran tersebut, sehingga sebuah pemikiran
tidak dipahami apa adanya melainkan akan dibahas perjalanan,
perkembangan dan pembentukan suatu pemikiran beserta aspek-aspek
yang mempengaruhinya.
G. Sistematika Pembahasan
Dalam penulisan penelitian ini dibagi dalam beberapa bab. Pertama,
pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran dan arahan kepada
substansi penelitian ini.
iBab kedua mengeksplorasi tentang pandangan Islam tentang perkawinan
lintas agama atau beda agama. Hal ini untuk memberikan gambaran secara umum
tentang konsep Islam mensikapi perkawinan beda agama. Termasuk dalam bab ini
pula dibahas mengenai pengertian perkawinan, unsur dan syarat sah perkawinan,

dan pandangan Islam sendiri tentang perkawinan beda agama.
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Bab ketiga akan mengeksplorasi tentang konsep Counter Legal Draft KHI
dalam perumusan perkawinan beda agama. Sebelum masuk pada inti eksplorasi
konsep CLD KHI, pada bab ini juga dipaparkan secara historis kemunculan CLD
KHI, sehingga pembaca dapat memahami latar belakang kemunculan CLD KHI.
Selanjutnya juga dibahas metodologi penyusunan CLD KHI hinga argumentasi
istinbay hukum dalam perumusam konsep perkawinan beda agama.

Selanjutnya pada bab keempat, penyusun menganalisis dan menguji
terhadap argumentasi istinbay hukum CLD KHI bedasarkan pendekatan
metodologis yang digunakan. Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup

yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran.
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dasar argumentsi yang dibangun oleh Counter Legal Draft Kompilasi
Hukum Islam (CLD KHI) tentang perkawinan beda agama adalah tafsir
hermeneutik atas surat al-Baqarah ayat 221. Teori hermeneutika yang dijadikan
pijakan adalah teori triangular relationship seorang filsuf prancis bernama Paul
Recoeur. Teori tersebut memperkenalkan tiga langkah dalam memahami teks.
Langkah pertama adalah langkah simbolik, atau pemahaman dari simbol ke
simbol. Langkah kedua adalah pemberian makna terhadap simbol serta
penggalian yang cermat atas makna. Langkah ketiga adalah langkah yang
benar-benar filosofis, yaitu berfikir dengan menggunakan simbol sebagai titik
tolaknya. Dengan penafsiran tiga langkah di atas, maka diperoleh kesimpulan
bahwa makna musyrik sebagaimana yang dimaksud dalam surat al-Baqarah ayat

221, hanya ditujukan untuk zaman nabi dan tidak ada lagi pada zaman sekarang.

B. Saran-saran
1. Perkawinan adalah sarana untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah
wa rahmah, hal itu akan terwujud apabila didasari atas agidah yang sama
untuk memperoleh tujuan pernikahan yang lebih besar, yaitu mardatillah,
bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis dan cinta
semata. Hal itu tidak akan terwujud apabila dua orang yang menikah
mempunyal latar belakang aqidah yang berbeda, kecenderungan untuk

saling mempengaruhi pastilah akan terjadi. Terlebih lagi keturunan yang

77
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memang belum tahu soal agidah, kebenaran yang diterima pastilah ajaran
yang dominan diberikan, dan itu belum tentu orang tua yang beraga Islam
yang dominan. Oleh karena itu untuk umat Islam, jangan sampai
melakukan pernikahan beda agama, selain hal itu haram hukumnya juga
akan membawa ketidak tentraman dalam keluarga.

. Untuk para untelektual muslim, tradisi ilmiah masing-masing kitab adalah
berbeda sehingga tidak perlu untuk mengadobsi metode kitab lain dalam
memahami kitab suci. Tradisi ilmiah al-Qur’an lebih mapan dibandingkan
dengan kitab suci lainnya, sehingga mengadopsi metode memahami kitab
lain justru akan mereduksi dan menjadikan pertentangan. Apabila kitab
lain masih mempunyai problem tekstual, maka sudah tidak masanya lagi

memperdebatkan teks al-Qur’an dan mempertanyakan kebenarannya.
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